
 
 

SKRIPSI 

 
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI 

DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS  
DAN RASIO PERTUMBUHAN PADA KANTOR  

DESA JAMPU KABUPATEN SOPPENG 

 

YAYU SRI EVA 
10572 05354 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 
MAKASSAR 

2019 



ii 
 

SKRIPSI 

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI 
DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIVITAS 

DAN RASIO PERTUMBUHAN PADA KANTOR  
DESA JAMPU KABUPATEN SOPPENG 

 
 
 

YAYU SRI EVA 
105720535415 

 

 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh 
Gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Makassar 

 

 

 
 
 
 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 
MAKASSAR 

2019 



iii 
 

PERSEMBAHAN 

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku,  

adikku tersayang, teman seperjuanganku, dan spesial untuk keluargaku 

yang selalu bertanya “kapan wisuda?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO HIDUP 

Berpendapat Boleh Bebas.  

Tapi ingat, saat Orang Tua berkehendak maka itulah yang harus diikuti. 

-Penulis 

 

 

 

 

 



iv 
 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

Judul Penelitian : Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio 

Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten 

Soppeng 

Nama Mahasiswa : Yayu Sri Eva 

No. Stambuk/NIM : 1057 2053 5415 

Program Studi : Manajemen 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar 

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan pantia 

penguji skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 30 Agustus 2019 di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. 

  Makassar, 30 Agustus 2019 

   Menyetujui, 

        Pembimbing I,                               Pembimbing II, 

Abdul Muttalib, SE.,MM.     Syafaruddin,SE.,MM. 
NIDN : 0901125901                                         NIDN : 0929118403 

 
Mengetahui, 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,          Ketua  Program Studi, 

Ismail Rasulong, SE.,MM.         Muh Nur Rasyid, SE.,MM. 
NBM : 903078                 NBM : 1085576 



v 
 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

  Skripsi atas Nama Yayu Sri Eva, Nim 1057 2053 5415, diterima dan 

disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor 

Universitas Muhammdiyah Makassar Nomor : 0011/SK-Y/61201/091004/2019 M, 

Tanggal 29 Dzulhijjah 1440 H / 30 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat 

guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Makassar. 

 29 Dzulhijjah 1440 H 
               Makassar,      

  30 Agustus 2019 M 
 

PANITIA UJ IAN 

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM  (……………...) 

                               (Rektor Unismuh Makassar) 

2. Ketua  : Ismail Rasulong, SE.,MM   (……………...) 

                              (Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) 

3. Sekretaris  : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM        (……………...) 

    (WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 

4. Penguji  : 1.  Drs. Sultan Sarda, MM                   (……………...) 

     2.  Sri Andayaningsih, SE.,MM  (……………...) 

                              3.  Drs. Muhiddin Daweng, M.M  (……………...) 

                         4.  Dr. Andi Mappatompo Badawi, SE.,MM  (……………...) 

 

Disahkan Oleh, 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammdiyah Makassar 

 

 
Ismail Rasulong, SE.,MM. 

NBM : 903078 



vi 
 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866 972 Makassar 

 
SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 Nama  : Yayu Sri Eva 

 Stambuk : 1057 2053 5415 

 Program Studi : Manajemen 

Dengan Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa  

berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan 

pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil 

karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia 

menerima sanksi ap abila pernyataan ini tidak benar dan telah diujikan pada 

tanggal 30 Agustus 2019. 

 

Makassar, 30 Agustus 2019 

Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

        Yayu Sri Eva 

Diketahui Oleh  

 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,     Ketua Program Studi, 

 

 

Ismail Rasulong, SE., MM                                                   Muh. Nur R, SE., MM 
NBM: 903 078                                                                       NBM: 1085576 

MATERAI 

6000 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat 

dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW 

beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang 

tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja 

Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan 

Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng”. 

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Dalam penulisan skripsi ini, tidak lepas dari berbagai hambatan dan 

rintangan, namun berkat bantuan dari Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM, selaku 

pembimbing I dan Bapak Syafaruddin, SE.,MM, selaku pembimbing II yang telah 

membimbing, mengarahkan, dan membantu selama dalam penyusunan skripsi 

hingga ujian skripsi selesai dengan baik, maka segala hambatan tersebut dapat 

teratasi dengan baik. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis 

menjadi ibadah di dunia dan di akhirat. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan 

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat 

kepada :  

1. Kedua Orang Tua  yang senantiasa  memberi semangat, perhatian, kasih 

sayang , motivasi, bimbingan, dukungan, dan doa tulus tanpa pamrih. 



viii 
 

 
 

2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM, Rektor Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

3. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

4. Bapak Muh. Nur Rasyid, SE.,MM, Ketua Program Studi Manajemen, 

Universitas Muhammadiyah Makassar. 

5. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya 

kepada penulis selama mengikuti kuliah. 

6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

7. Ibu Nurhafsah, S.Sos., MM, selaku Kepala Desa Jampu yang telah 

memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan 

penelitian di kantor Desa Jampu. 

8. Bapak Yusuf Syarifuddin, S.PdI, selaku Sekretaris Desa Jampu yang telah 

membantu penulis dalam membaca data laporan keuangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 

9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Program 

Studi Manjemen Angkatan 2015, kelas MAN 15 D yang tidak disebutkan 

namanya satu persatu yang selama ini bersama dalam suka dan duka 

menunjukkan kerja samanya dalam kegiatan perkuliahan maupun penulisan 

skripsi ini. 

10. Terima  kasih   teruntuk  semua  kerabat  yang  tidak  bisa  penulis  tulis satu 

persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan 

dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini. 

       Akhir  kata,  penulis  sangat  menyadari  bahwa skripsi ini masih sangat jauh 



ix 
 

 
 

dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para 

pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan 

kritikannya demi kesempurnaan skripsi ini. 

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Makassar, 10 Juli 2019 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

  ABSTRAK 

YAYU SRI EVA, Tahun 2019. Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor 
Desa Jampu Kabupaten Soppeng, Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 
Pembimbing I Abdul Muttalib dan Pembimbing II Syafaruddin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan 
pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio 
pertumbuhan pada kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang 
diolah adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah teknik dokumen dan studi kepustakaan. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan 

rumus : Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan 
Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng sudah Baik dalam mengelola 
keuangan Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio 
Efektivitas dikategorikan Cukup Efektif, karena rata-rata efektivitasnya di atas 
80% yaitu 82,015%. Sedangkan Rasio Pertumbuhan tumbuh secara positif. 
Rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa sebesar 67,69% 
dan Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa sebesar 61,72%. 

 
Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Pertumbuhan. 
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ABSTRACT 

YAYU SRI EVA, 2019. Analysis of Financial Performance Management of Village 
Fund Allocation based on Effectiveness Ratio and Growth Ratio at Jampu Village 
Office in Soppeng Regency, Thesis Faculty of Economics and Business 
Department of Management Muhammadiyah University of Makassar. Guided by 
Advisor I Abdul Muttalib and Advisor II Syafaruddin. 

This study aims to find out how well the financial performance of the 
management of village funds allocation is based on the effectiveness ratio and 
growth ratio in the office of Jampu Village, Soppeng Regency. The type of 
research used in this study is descriptive quantitative. The data processed is the 
Village Fund Allocation Funding report on the Village Revenue and Expenditure 
Budget from 2015 to 2018. The data collection techniques used are document 
techniques and library studies. The data analysis technique used in this study is 
quantitative descriptive with the formula: Effectiveness Ratio and Growth Ratio. 

The results of the study showed that in general the financial performance of 
the Jampu Village Government of Soppeng District was good in managing the 
Village Fund Allocation finances. This can be seen from the results of the 
calculation of the Effectiveness Ratio categorized as Effective, because the 
average effectiveness is above 80%, which is 82.015%. While the growth ratio 
grows positively. The Average Growth Rate of Village Fund Allocation Income is 
67.69% and the Village Fund Allocation Expenditure Growth Ratio is 61.72%. 

Keywords : Financial Performance, Effectiveness Ratio, Growth Ratio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan berpengaruh terhadap 

kemajuan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya membutuhkan 

sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh keuangan 

yang memadai. 

Pengelolaan keuangan desa sangat besar pengaruhnya terhadap nasib 

suatu desa karena mampu berkembang atau tidaknya, tergantung pada cara 

pengelolaan keuangannya. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan 

menunjukkan kinerja pemerintah desa yang baik pula. 

Akan tetapi pada berbagai kasus sering timbul ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada. Dimana jumlah anggaran 

yang besar berbanding terbalik dengan jumlah anggaran yang terealisasikan. 

Besarnya anggaran alokasi dana desa yang diberikan ke desa membuat 

isu di kalangan masyarakat desa tersebut. Hal ini didasari ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap kinerja keuangan yang ada pada saat ini. Hingga detik 

ini, bangsa ini masih belum lepas dari cengkraman korupsi. Dengan fakta 

banyaknya kasus korupsi sama sekali bukan rahasia lagi. Isu ini terus 

merebak sehingga perangkat desa harus menghadapi meja hijau dan 

penjara akibat menyalahgunakan dana desanya. 

Kecurangan terhadap keuangan desa dapat terjadi kapan saja dan tanpa   

memperhatikan sumber dananya. Jika berkaitan dengan penyalahgunaan 

alokasi dana desa, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan korupsi. 
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Pemerintah  desa  harus  dapat memanfaatkan dana peruntukannya guna 

memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Pemahaman mengenai 

pengelolaan alokasi dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang 

harus dimiliki kepala desa dan perangkat desa. Prinsip dasar pengelolaan 

alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan 

dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas dan tanggung jawab para 

pengelola. 

Untuk mengetahui seberapa baik dan besarnya suatu pengelolaan alokasi 

dana desa maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja 

keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan 

kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target 

kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, 

membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada. 

Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini, rasio 

yang digunakan oleh penulis pada kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng 

yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Rasio ini digunakan untuk 

memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun 

waktu 4 tahun terakhir (tahun 2015-2018).  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa 

Jampu Kabupaten Soppeng”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: “Seberapa baik kinerja keuangan 

pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio 

pertumbuhan pada kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik kinerja 

keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan 

rasio pertumbuhan pada kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

analisis kinerja keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan 

Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu 

Kabupaten Soppeng, serta juga diharapkan dapat menambah referensi 

dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian-penelitian yang 

sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan dan informasi kepada kantor Desa Jampu 

Kabupaten Soppeng dalam kaitannya mengenai kinerja keuangan dalam 

mengelola alokasi dana desa di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Manajemen Keuangan 

Menurut Anton Athoillah (2013:13) dalam bukunya yang berjudul 

Dasar-Dasar Manajemen mengatakan bahwa manajemen berasal dari 

kata “to manage” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari 

arti tersebut, secara subtansif, makna manajemen mengandung unsur-

unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Dengan demikian, muncul 

pertanyaan apa yang dikelola, bagaimana mengelolanya, untuk apa 

dikelola, dan siapa yang bertindak sebagai pengelola. 

Malayu S.P. Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen dalam 

bahasa inggris, artinya to manage, yaitu mengatur. Oleh karena itu, 

menurutnya, pertanyaan yang muncul adalah apa yang diatur, mengapa 

harus diatur, siapa yang mengatur, bagaimana mengaturnya, dan 

dimana harus diatur. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjelaskan objek 

pengelolaan manajemen. Oleh sebab itu, manajemen berkaitan dengan 

proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian, yang di dalamnya terdapat upaya anggota organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengarahkan 

sumber daya organisasi yang dimiliki. 

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:9-10) dalam bukunya yang 

berjudul Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian 

mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap sumber daya  
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untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu perusahaan. Untuk mencapai 

tujuannya, perusahaan harus dapat mengendalikan dan mengontrol kegiatan 

operasional di perusahaannya dengan memanfaatkan pihak-pihak yang berada 

dalam perusahaan yang memiliki wewenang, tugas dan tanggungjawab dalam 

pencapaian tujuan tersebut. 

Keuangan adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan pemerolehan 

dan pengelolahan dana secara efektif dan efesien sesuai dengan tujuan 

perusahaan secara menyeluruh. 

Manajemen keuangan adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan usaha-

usaha untuk memperoleh dana dengan biaya-biaya yang diatur seminimal 

mungkin dan mengelola dana tersebut secara efektif untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

Menurut Musthafa (2017:1) dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

Keuangan mengatakan bahwa dalam mempelajari manajemen keuangan 

(financial management) kita diharapkan dapat menjelaskan tentang beberapa 

keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan tentang investasi (invesment 

decision), keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana 

(financing decision), dan keputusan kebijakan deviden (dividend policy) yang 

biasa juga disebut keputusan pembagian keuntungan (distribution decision). 

Manajemen keuangan merupakan suatu bidang pengetahuan yang cukup 

menyenangkan sekaligus menantang karena mereka yang senang dalam bidang 

manajemen keuangan akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk 

memperoleh pekerjaan seperti corporate finance managers, perbankan, real 

estate, perusahaan asuransi, bahkan sektor pemerintahan yang lain, sehingga 

karir mereka akan berkembang. 
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2. Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Kasmir (2011: 66-72) dalam bukunya yang berjudul Analisis 

Laporan Keuangan mengatakan bahwa Agar laporan keuangan menjadi 

lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, 

perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan 

manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat 

mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi 

keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, 

akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah 

direncanakan sebelumnya atau tidak. 

Pada akhirnya bagi pihak pemilik dan manajemen, dengan mengetahui 

posisi keuangan dapat merencanakan dan mengambil keputusan yang tepat 

tentang apa yang harus dilakukan ke depan. Perencanaan ke depan dengan 

cara menutupi kelemahan yang ada, mempertahankan posisi yang sudah 

sesuai dengan yang diinginkan dan berupaya untuk meningkatkan lagi 

kekuatan yang sudah diperolehnya selama ini. 

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan 

menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang 

diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka 

atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. 

Kemudian, hasil perhitungan tersebut, dianalisis dan diinterpretasikan 

sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Kesemuanya ini 

harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur. 

Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya 

analisis   laporan  keuangan.  Secara  umum  dikatakan   bahwa  tujuan  dan  
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manfaat analisis laporan keuangan adalah : 

a. untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, 

baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk 

beberapa periode; 

b. untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan 

perusahaan; 

c. untu mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki; 

d. untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan 

ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;  

e. untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal; 

f. dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis 

tentang hasil yang merekan capai. 

Dalam praktiknya, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan 

yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut. 

a. Analisis Vertikal (Statis)  

Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu 

periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, 

dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja 

dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui. 

b. Analisis Horinzontal (Dinamis) 

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan 

membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil 

analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang lain. 
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Kemudian, di samping metode yang digunakan untuk menganalisis laporan 

keuangan, terdapat beberapa jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan.    

Adapun jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

a) Analisis perbandingan antara laporan keuangan; 

b) Analisis trend; 

c) Analisis persentase per komponen; 

d) Analisis sumber dan penggunaan dana; 

e) Analisis sumber dan penggunaan kas; 

f) Analisis rasio; 

g) Analisis kredit; 

h) Analisis laba kotor; 

i) Analisis titik pulang pokok atau titik impas (break even point). 

Penjelasan masing-masing teknik analisis laporan keuangan di atas sebagai 

berikut. 

Analisis perbandingan antara laporan keuangan merupakan analisis ini 

dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. 

Artinya minimal dua periode atau lebih. Dari analisis ini akan daapt diketahui 

perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi dapat berupa 

kenaikan atau penurunan dari masing-masing komponen analisis. Dari 

perubahan ini terlihat masing-masing kemajuan atau kegagalan dalam mencapai 

target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Secara umum dari hasil analisis ini akan terlihat antara lain : 

• angka-angka dalam rupiah; 

• angka-angka dalam presentase; 
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• kenaikan atau penurunan jumlah rupiah; 

• kenaikan atau penurunan baik dalam rupiah maupun dalam persentase. 

Analisis trend atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang 

biasanya dinyatakan dalam persentase dari periode ke periode. 

Analisis persentase per komponen merupakan analisis yang dilakukan untuk 

mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing komponen yang ada 

dalam laporan keuangan. 

Analisis sumber dan penggunaan dana dilakukan untuk mengetahui sumber-

sumber dana perusahaan, serta, penggunaan dana dalam suatu periode. Juga 

untuk mengetahui jumlah modal kerja dan sebab-sebab berubahnya modal kerja 

perusahaan dalam suatu periode. 

Analisis sumber dan penggunaan kas digunakan untuk mengetahui sumber 

dan penggunaan uang kas dalam suatu periode. Kemudian, untuk mengetahui 

sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas. 

Analisis rasio digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada 

dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca 

dan laba rugi. 

Analisis kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak 

tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Dalam 

analisis ini digunakan beberapa cara alat analisis yang digunakan. Kemudian, 

analisis juga digunakan untuk meningkatkan penjualan kredit. 

Analisis laba kotor digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari 

periode ke satu periode. Kemudian, untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya 

laba kotor tersebut antara periode. 
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Analisis titik pulang pokok (break even point) digunakan untuk 

mengetahui pada kondisi beberapa penjualan atau prodeuk dilakukan dan 

perusahaan tidak mengalami kerugian. Kegunaan analisis ini adalah untuk 

menentukan jumlah keuntungan pada berbagai tingkat penjualan. 

3. Analisis Kinerja Keuangan 

Menurut Irham Fahmi (2014:226) dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi mengatakan bahwa kinerja adalah 

hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat 

profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode 

waktu. Secara lebih tegas Armstrong dan Baron mengatakan kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi 

ekonomi (Armstrong dan Baron, 1998:15). Lebih jauh Indra Bastian 

menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan 

skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. 

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:71-73) dalam bukunya yang 

berjudul Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian 

mengatakan bahwa Kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap 

pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut 

dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Setiap 

pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu dilakukan penilaian/pengukuran 

secara periodik. 

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan
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laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. 

Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian (rating) yang relevan. 

Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan 

mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja 

keuangan juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan 

(misalnya berdasarkan peraturan menteri keuangan) dengan kinerja keuangan 

yang ada dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan bersifat kuantitatif 

dengan berdasarkan pada laporan keuangan. 

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 

a) Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara 

keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini mencerminkan 

tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. 

b) Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi 

bagi perusahaan secara keseluruhan. 

c) Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan 

datang. 

d) Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan 

organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada 

khususnya. 

e) Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat 

meningkatkan efesiensi dan produkvitas perusahaan. 

Menurut Jumingan (2014:240) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan 

Keuangan mengatakan bahwa analisis kinerja keuangan atau analisis keuangan 

bank merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan bank 

menyangkut review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi 

solusi terhadap keuangan bank pada suatu periode tertentu. 
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Dengan demikian, prosedur analisis meliputi tahapan sebagai berikut : 

a. Review data laporan 

Aktivitas penyesuaian data laporan keuangan terhadap berbagai hal 

baik sifat atau jenis perusahaan yang melaporkan maupun sistem akuntansi 

yang berlaku. Sistem akuntansi yang diterapkan dalam memberi pengakuan 

terhadap pendapatan dan biaya akan menentukan jumlah pendapatan 

maupun laba yang dihasilkan perusahaan. 

b. Menghitung  

Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis dilakukan 

perhitungan-perhitungan, baik metode perbandingan, persentase 

perkomponen, analisis rasio keuangan, dan lain-lain. Dengan metode atau 

teknik apa yang akan digunakan dalam perhitungan sangat bergantung pada 

tujuan analisis. 

c. Membandingkan atau Mengukur 

Langkah berikutnya setelah melakukan perhitungan adalah 

membandingkan atau mengukur. Langkah ini diperlukan guna mengetahui 

kondisi hasil perhitungan tersebut apakah sangat baik, baik, sedang, kurang 

baik, dan seterusnya. 

d. Menginterpretasi  

Interpretasi merupakan inti dari proses analisis sebagai perpaduan 

antara hasil pembandingan/pengukuran dengan kaidah teoritis yang berlaku. 

Hasil interpretasi mencerminkan keberhasilan maupun permasalahan apa 

yang dicapai perusahaan dalam pengelolaan keuangan. 

e. Solusi 

Langkah terakhir dari rangkaian prosedur analisis. Dengan memahami 

problem keuangan dihadapi perusahaan akan menempuh solusi yang tepat. 
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Analisa laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu 

menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil-hasil 

operasi perusahaan masa lalu dan masa depan, adapun tujuan analisis laporan 

keuangan adalah untuk menilai kinerja yang dicapai perusahaan selama ini dan 

mengestimasi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Analisa laporan 

keuangan juga dapat melihat pertumbuhan kinerja keuangan dari tahun ke tahun 

(V. Wiratna Sujarweni, 2017:6). 

Menurut Hery (2014:22) dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan 

Keuangan mengatakan bahwa analisis rasio merupakan salah satu alat analisis 

keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Meskipun perhitungan 

rasio hanyalah merupakan operasi aritmatika sederhana, namun hasilnya 

memerlukan interpretasi yang tidak mudah. 

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:109) dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian mengatakan bahwa 

dengan menggunakan metode analisis seperti berupa rasio ini akan dapat 

menjelaskan atau memberikan gambaran tentang baik atau buruknya keadaan 

atau posisi keuangan suatu perusahaan. Tujuan melakukan analisis rasio 

keuangan adalah untuk dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, menilai kinerja laporan 

keuangan perusahaan dalam memberdayakan seluruh sumber daya yang ada 

untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian dan definisi yang dikemukakan para ahli, maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan analisis kinerja 

keuangan adalah proses menghitung, mendeskripsikan, dan memberi solusi 

terhadap hasil kerja yang dicapai suatu instansi pada periode tertentu. 
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4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

1) Desa  

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di 

Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun 

peternak, dan tingkat pendidikannya pun biasanya relatif rendah. Dan 

juga, desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat 

dalam melaksanakan layanan  publik, peraturan umum, dan 

pemberdayaan (Hehamahua, 2015). Karena  mayoritas penduduk 

Indonesia tinggal di desa, yang dikutip dalam skripsi Riska Apriliana 

(2017:34-56).  

Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa Maju, yang 

memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum 

mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi 

kemiskinan (Permendesa No. 22 Tahun 2016). 

Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 

ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan 

menanggulangi kemiskinan. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki 

kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas 

hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa 

dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan 

(Permendesa No. 22 Tahun 2016). 

2) Prioritas Alokasi Dana Desa 

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 
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Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat (PP No. 60 Tahun 2014 Pasal 19). Pembangunan desa adalah  

untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan kemiskinan. 

Prinsip prioritas penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2015) yaitu: 

a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga 

desa tanpa membeda-bedakan; 

b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang 

lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 

kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan 

c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 

karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi 

desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. 

Faktor  yang  harus  diperhatikan  dalam  pembangunan  desa  menurut 

Tipologi Desa (DJPPMD, 2015) adalah: 

a. Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan 

prasarana pemenuhan kebutuhan; dan akses kehidupan masyarakat 

desa. 

b. Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan 

umum dan sosial dasar pendidikan; dan sarana dan prasarana 

pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan. 

c. Desa Maju atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang 

berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa; prakarsa desa 

membuka lapangan kerja; teknologi tepat guna; dan investasi melalui 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). 



16 
 

 
 

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai 

kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat 

desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta 

perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan 

desa. Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan Tipologi Desa 

(DJPPMD, 2015) adalah sebagai berikut : 

a. Desa Tertinggal atau Sangat Tertinggal, mengutamakan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan 

kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi 

terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari  

proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan  

atau akses kehidupan masyarakat desa. 

b. Desa Berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang 

bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau 

proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan 

atau akses modal/fasilitas keuangan. 

c. Desa Maju atau Mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lambung 

ekonomi atau  kapital  rakyat,  dimana  desa  dapat  menghidupi  dirinya 

sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu 

mengembangkan potensi atau sumber daya ekonomi atau manusia dan 

kapital desa secara berkelanjutan. 

3) Penyaluran Dana Desa 

Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan 

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu 

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan  
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kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, 

pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan 

desa yaitu Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran 

(Permendagri No. 113 Tahun 2014). 

Transparansi berarti terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Akuntabel berarti 

dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum. 

Partisipatif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat. Kemudian Tertib dan 

Disiplin Anggaran berarti konsisten, tepat waktu, tepat jumlah dan taat asas 

(DJBPD, 2016). 

Pengelolaan Dana Desa meliputi tiga kegiatan penting yaitu Perencanaan, 

Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. 

a. Perencanaan 

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD). Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan 

pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Pertama, tiap dusun akan 

mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-

usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan 

untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014). 

b. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber 

dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim 

Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap 

pelaksanaan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa (ADD) wajib dilengkapi 

dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan 

tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan,  
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besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun swadaya 

masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah   disepakati 

dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes) (Diansari, 2015). 

c. Pertanggungjawaban 

Dalam  melaksanakan  tugas,  wewenang,  hak  dan  kewajibannya  

dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk 

menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran  dan 

tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang 

disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk memberikan pembiayaan 

program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan 

pemberdayaan masyarakat. Menurut Marselina Ara Lili (2018:6-10) yang 

dikutip dari artikel ilmiah menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) 

merupakan salah satu sumber pendapatan desa, yang diterima secara 

bertahap dalam setiap tahunnya. Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu anggaran 

keuangan yang  diberikan pemerintah kepada desa. Sumber Alokasi Dana 

Desa (ADD) ini berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan 

keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh kabupaten. 

Supaya setiap kegiatan yang dibiayai mencapai sasarannya yang sesuai 

dengan kepentingan dan harapan masyarakat di desa bersangkutan, maka 

dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini harus dipenuhi 

beberapa prinsip diantaranya adalah : 

a) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari alokasi dana desa 

harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka 

dengan prinsip : dari, oleh dan untuk masyarakat, 
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b) Seluruh kegiatan dan penggunaan alokasi dana desa harus dapat  

dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum, 

c) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa diharapkan 

mampu untuk meningkatkan ketersediaan sarana pelayanan masyarakat 

berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan 

kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dan mendesak untuk  

dipenuhi. Pengambilan keputusan untuk menentukan setiap jenis  

kegiatan yang dibiayai dengan alokasi dana desa ini harus dilakukan  

melalui jalan musyawarah dan mufakat, 

d) Alokasi dana desa harus di catat di dalam anggaran pendapatan dan 

belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme 

yang berlaku. 

Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan kepada desa dengan tujuan untuk : 

a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan 

pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai 

kewenangan;  

b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara 

partisipatif sesuai dengan potensi desa;  

c) Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan  

kesempatan  berusaha  bagi masyarakat desa; dan  

d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. 

5. Rasio Efektivitas  

Alat rasio keuangan  yang  digunakan  adalah  analisis  rasio  yang 

dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran 

pendapatan belanja daerah (Halim, 2014:267) yaitu : 



20 
 

 
 

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah  

dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan  

dibandingkan  dengan target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil 

daerah. 

Menurut Rahardjo (2011:170) dalam jurnal Mega Oktavia Ropa 

(2016:741) mengatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program 

dengan target yang ditetapkan, suatu hasil dikatakan efektif jika hasil 

tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

sebelumnya, termasuk ketentuan  yang berlaku. Efektivitas berhubungan 

dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga 

suatu kegaiatan dikatakan efektif jika kegiatan tesebut mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang 

merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Faud (2016:140) 

mengatakan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan 

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil. 

Rigel Nurul Fathah (2017:36) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Rasio 

Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gunung Kidul, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan  

cara  membandingkan  realisasi  penerimaan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dengan  target  penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau  yang 

dianggarkan sebelumnya. Rumus rasio ini sebagai berikut : 

 

 

 

Rasio Efektivitas = 
Realisasi PAD

Anggaran PAD
X 100% 
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Tabel 2.1 

Penilaian Efektivitas 

Kriteria Efektivitas Persentase Efektivitas 

Sangat efektif Diatas 100% 

Efektif 90% -100% 

Cukup efektif 80% - 90% 

Kurang efektif 60% - 80% 

Tidak efektif Kurang dari 60% 

Sumber : Mohammad Mahsun (2016:130) 

Menurut Nurhayati (2015:58), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah 

dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli 

daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (dianggarkan). 

Menurut Mahmudi (2010:143) dalam jurnal (Ni Ketut Erna Rahmawati 

dan I Wayan Putra, 2016:1779), Rasio efektivitas pendapatan asli daerah 

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi 

penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio 

efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan 

realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan target penerimaan 

pendapatan asli daerah atau yang dianggarkan sebelumnya. Rasio 

efektivitas adalah tingkat perolehan hasil suatu kegiatan yang disesuaikan 

dengan target yang ditentukan.  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan 

pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang 

direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. 
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6. Rasio Pertumbuhan 

Menurut Kasmir (2013:116) dalam bukunya yang berjudul Pengantar 

Manajemen Keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan (growth ratio), 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian 

dan sektor usahanya.  

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah 

desa dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode 

anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau 

belanja secara positif atau negatif.  

Menurut Arief Sugiono (2009:68) dalam bukunya yang berjudul 

Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan mengatakan bahwa rasio 

pertumbuhan, bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kedudukannya dalam pertumbuhan perekonomian dan 

dalam industri. 

Menurut Welio Wonda (2016:198), Rasio pertumbuhan mengukur 

seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan 

dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke 

periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi 

penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja 

pemerintah daerah dinyatakan baik. 

Arthaingan H. Mutiha (2016:110) dalam jurnalnya yang berjudul Analisis 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -

2014, Rasio pertumbuhan (Growth ratio) mengukur seberapa besar 

kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.  
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Rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut :  

 

 

 

 

        Keterangan : Xn   = Tahun yang dihitung  

      Xn-1 = Tahun sebelumnya 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa rasio pertumbuhan menggambarkan kemampuan 

pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan posisi 

ekonominya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya 

mengalami peningkatan. 

 

B. Tinjauan Empiris 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama/ 
Tahun 

Judul Metode Hasil Penelitian 

1 Rigel 

Nurul 

Fathah 

(2017) 

Analisis Rasio 

Keuangan 

untuk 

Penilaian 

Kinerja pada 

Pemerintah 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Kinerja Keuangan 

daerah Kabupaten Gunung 

Kidul jika dilihat dari Rasio 

Efektivitas PAD tergolong 

Efektif, karena rata-rata 

Rasio Pertumbuhan Pendapatan = 
Realisasi Pendapatan Xn-Xn-1

Realisasi Pendapatan Xn-1

x 100% 

Rasio Pertumbuhan Belanja        = 
Realisasi Belanja Xn-Xn-1

Realisasi Belanja Xn-1

x 100% 
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No 
Nama/ 
Tahun 

Judul Metode Hasil Penelitian 

Daerah  

Kabupaten 

Gunung Kidul 

efektivitasnya di atas 100% 

yaitu 131,8%. Rasio Efisiensi 

Keuangan daerah belum 

Efisien karena selama lima 

tahun berturut-turut skalanya 

di atas 100%. Rata-rata rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah 

selama lima tahun yaitu 

109,8%. Rasio Keserasian 

masih banyak 

mengalokasikan Belanja 

Operasi daripada Belanja 

Modalnya, rata-rata rasionya 

sebesar 71,26%, 

dibandingkan dengan rata-

rata rasio Belanja Modal 

sebesar 9,92%. Rasio 

Pertumbuhan PAD tumbuh 

secara positif. Rata-rata 

kemandiriannya  masih 

tergolong rendah sekali dan 

dalam kategori pola 

hubungan instruktif, yaitu 

peranan pemerintah pusat 
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No 
Nama/ 
Tahun 

Judul Metode Hasil Penelitian 

masih sangat dominan 

dibandingkan pemerintah 

daerah, karena masih 

tergolong interval 0-25%. 

2 Arthaingan 

H.Mutiha 

(2016) 

Analisis 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Bogor Tahun 

Anggaran 

2010 -2014 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasan yang telah  

diuraikan rata-rata kinerja  

pengelolaan kota Bogor  

berdasarkan rasio keuangan 

adalah baik. Dilihat dari tabel 

bahwa secara keseluruhan  

hubungan kinerja keuangan  

Kota Bogor seperti rasio  

derajat desentralisasi  

selama 5 tahun terakhir 

(tahun 2010-2014), maka 

angka rasio ini mencapai 

23,09 %. Sementara rasio 

tingkat kemandirian memiliki  

rata-rata 31,89%. Rata-rata  

rasio efektif keuangan 

daerahnya sebesar 111%. 

Selanjutnya rasio 

pertumbuhan Kota Bogor  
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No 
Nama/ 
Tahun 

Judul Metode Hasil Penelitian 

memiliki kinerja pengelolaan 

keuangan daerah yang baik 

terbukti dari rasio 

pertumbuhan yang positif  

setiap tahunnya. 

3 Mega 

Oktavia 

Ropa 

(2016) 

Analisis 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Minahasa 

Selatan 

Deskriptif  Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Rasio efektivitas dapat 

dikategorikan efektif, rasio  

efisiensi  kurang efisien,  rasio 

kemandirian pengelolaan 

keuangan daerah masih 

rendah,  rasio aktifitas kurang 

baik, dan rasio pertumbuhan 

baik, untuk pertumbuhan 

pendapatan asli daerah dan 

pendapatan, dan kurang baik 

untuk pertumbuhan belanja 

rutin dan belanja 

pembangunan. Dengan 

demikian, kinerja pengelolaan 

keuangan daerah Kabupaten 

Minahasa Selatan 

berdasarkan analisis rasio 

keuangan cukup baik.  
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No 
Nama/ 
Tahun 

Judul Metode Hasil Penelitian 

4 Ni Ketut 

Erna 

Rahmawat

i dan I 

Wayan 

Putra 

(2016) 

Analisis 

Kinerja 

Keuangan 

Pemerintah 

Kabupaten 

Sumbawa 

Tahun 

Anggaran 

2010-2012 

Kuantitatif 

dan 

Kualitatif 

Hasil penelitian ini 

menujukkan bahwa tingkat  

kemandirian keuangan 

Kabupaten Sumbawa 

tergolong rendah sekali, rata-

rata tingkat efektivitas PAD  

dari tahun 2010-2012 

tergolong kurang efektif, rata-

rata tingkat efisiensi 

keuangan daerah Kabupaten 

Sumbawa tergolong tidak  

efisien, rata-rata tingkat 

pertumbuhan PAD 

menunjukkan pertumbuhan 

yang positif, tingakat proporsi 

pada Pemerintah Kabupaten  

Sumbawa menunjukkan  

kontribusi terbesar untuk  

pendapatan daerah ditempati  

oleh Dana Perimbangan,  

sedangkan kontribusi  

terbesar untuk belanja 

daerah ditempati oleh belanja  

tidak langsung, dan rata-rata  
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No 
Nama/ 
Tahun 

Judul Metode Hasil Penelitian 

tingkat belanja daerah  

pemerintah Kabupaten 

Sumbawa tahun anggaran 

2010-2012 tergolong 

ekonomis. 

5 Masita 

Machmud, 

George 

Kawung 

dan 

Wensy 

Rompas 

(2014) 

Analisis 

Kinerja 

Keuangan 

Daerah 

Di Provinsi 

Sulawesi Utara 

Tahun 2007-

2012 

Deskriptif Hasil  penelitian dapat 

digambarkan bahwa kinerja 

keuangan pemerintah daerah 

di Provinsi Sulawesi Utara 

masih menunjukkan rata-rata 

kinerja keuangan daerah 

yang masih belum stabil atau  

belum begitu baik. Dimana  

hasil perhitungan di setiap 

tahun masih mengalami 

angka yang naik turun untuk 

ketiga rasio yang diukur 

dalam pengelolaan keuangan 

daerah. 
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C. Kerangka Konsep 

Analisis laporan keuangan pengelolaan alokasi dana desa perlu adanya 

rasio keuangan sebagai acuan dalam menganalisis kinerja keuangan. Dalam 

menganalisis kinerja keuangan, ada dua rasio yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. Dengan  melihat  

hasil  rasio tersebut dapat diketahui kinerja keuangan pengelolaan alokasi 

dana desa kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng.  

Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat 

kerangka konsep sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep 

Laporan Keuangan 

Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa 

Tahun 2014-2018 

 

Kinerja Keuangan  

Rasio Efektivitas Rasio Pertumbuhan 

Kantor Desa 

Jampu 

Kabupaten 

Soppeng 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan telah dikemukakan, hipotesis yang dihadapi 

kantor, sebagai berikut : 

“Diduga bahwa, semakin meningkat rasio efektivitas dan rasio 

pertumbuhan, maka semakin baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi 

dana desa pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif 

karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka dari laporan 

keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa). 

Menurut Sugiyono (2017:8), Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Jampu, Kecematan Liliriaja, 

Kabupaten Soppeng. Alasan memilih lokasi tersebut karena merupakan 

daerah asal penulis sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data 

yang dibutuhkan selama proses penelitian. Penulis juga ingin mengetahui 

seberapa baik kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa pada kantor 

Desa Jampu Kabupaten Soppeng. 

Waktu penelitian dan penulisan dilakukan selama 2 (dua) bulan, mulai 

bulan Juni-Juli 2019. 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran 

Definisi Operasional Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng dan 

Pengukurannya, sebagai berikut : 

1. Rasio Efektivitas 

Rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah 

desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD)  yang direncanakan 

dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Pengukurannya 

menggunakan rumus : 

 

 

2. Rasio Pertumbuhan  

Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan 

pemerintah desa dalam mempertahankan dan meningkatkan 

keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode. 

Pengukurannya menggunakan rumus : 

 

 

 

3. Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana pemerintah desa telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar. Pengukuran kinerja keuangan yaitu menganalisis hasil 

perhitungan dari rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan. 

Rasio Efektivitas = 
Realisasi ADD

Anggaran ADD
X 100% 

Rasio Pertumbuhan Pendapatan = 
Realisasi Pendapatan ADD Xn-Xn-1

Realisasi Pendapatan ADD Xn-1

x 100% 

Rasio Pertumbuhan Belanja        = 
Realisasi Belanja ADD Xn-Xn-1

Realisasi Belanja ADD Xn-1

x 100% 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2017:80) dalam bukunya yang berjudul Metode 

Penelitian mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di kantor Desa Jampu 

Kabupaten Soppeng. 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2017:81) dalam bukunya yang berjudul Metode 

Penelitian mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di kantor 

Desa Jampu Kabupaten Soppeng tahun 2015-2018. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2017:224) dalam bukunya yang berjudul Metode 

Penelitian mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.  
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen yaitu 

dengan mengcopy file laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDesa) tahun 2015-2018 dan profil kantor Desa Jampu Kabupaten 

Soppeng. Selain teknik dokumen, penulis juga menggunakan studi 

kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber 

pustaka yang mendukung penelitian ini. 

 

F. Teknik Analisis 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik 

deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi (Sugyono, 2017:147). 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini sebagai 

berikut :  

a) Menghitung rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan dari laporan 

keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa)  dengan membuat tabel, 

b) Membuat grafik dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio 

pertumbuhan, dan  

c) Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio efektivitas dan rasio 

pertumbuhan atau dengan melihat grafiknya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

1. Sejarah Singkat 

Desa Jampu berasal dari kata Jampu (Jambu) adalah sebuah 

pohon yang sangat strategis tempatnya untuk ditempati menikmati alam 

sekitar. Jauh sebelum kemerdekaan Jampu diperintah oleh seorang arung 

yang disebut Arung Mattampawali’E. Apabila arung Mattampawali’E 

mengundang dalam pelaksanaan perburuan rusa, maka tempat yang 

ditunjuk sebagai tempat pertemuan adalah dibawah pohon jambu karena 

disamping pohon itu strategis tempatnya juga batangnya besar dan 

daunnya rindang, bagus untuk berteduh (istirahat). 

Pemerintah pertama Desa Jampu dipimpin oleh A.Abd.Karim mulai 

tahun 1949-1954 kemudian digantikan oleh Tike pada tahun 1954-1959 

yang periode itu masih status pemerintahan Swapraja sebutan Kepala Desa 

disebut Kepala Wanua dan Kepala Dusun disebut Kepala Kampung. Pada 

tahun 1968 perubahan struktur/sistim Pemerintahan menjadi Desa. Yang 

menjadi Kepala Desa saat itu ialah S.A.Mulyono yang diangkat melalui 

pemilihan Kepala Desa dengan masa jabatan 10 (Sepuluh) tahun dan 

saat itu Desa Barang masih bahagian dari Desa Jampu yang wilayahnya 

terdiri dari 4 (Empat) Dusun yakni Dusun Barang, Dusun Jampu, Dusun 

Lenrang dan Dusun Lonrong.  

Pada Tahun 1970 didirikanlah Kantor Desa Jampu. Pada tahun 1978 

S.A.Mulyono digantikan oleh Elyas, selanjutnya terjadi pemekaran Desa. 

Desa  Jampu dimekarkan menjadi  2 (Dua) Desa  yakni  pada tahun 1987 
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yang menjabat Kepala Desa persiapan saat itu ialah A.Sinrang (Kepala Dusun 

Barang) dan yang menjabat Kepala Desa Jampu ialah Elyas, pada saat itu 

wilayah Desa Jampu terdiri dari 3 (Tiga) Dusun sampai saat ini. 

2. Visi dan Misi Kantor Desa Jampu 

a. Visi 

Melayani masyarakat Desa Jampu secara menyeluruh demi 

terwujudnya masyarakat Desa Jampu yang Maju, Mandiri, Sehat dan 

Sejahtera. 

b. Misi 

1) Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dengan komitmen 

melanjutkan program kegiatan pemerintah desa priode sebelumnya, 

2) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi perangkat desa demi tercapainya pelayanan yang 

prima bagi masyarakat, 

3) Melaksanakan kordinasi antara mitra kerja, 

4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya 

Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, 

5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa jampu, 

6) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, 

7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jampu dengan 

melibatkan secara langsung dalam berbagai bentuk kegiatan, 

8) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan 

dan dapat dipertanggungjawabkan, 

9) Merencanankan sertifikasi tanah masyarakat demi menjamin kejelasan 

dan legilitas kepemilikan atas tanah masyarakat. 

 



37 
 

 
 

3. Struktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Kantor Desa Jampu, 2019. 
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4. Uraian Tugas 

a. Kepala Desa  

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai 

wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 

desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. kepala desa bertugas 

menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala desa memiliki fungsi-

fungsi sebagai berikut : 

a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, 

penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, 

pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya 

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan 

dan pengelolaan wilayah, 

b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana 

perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, 

c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 

keagamaan, dan ketenagakerjaan, 

d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, 

e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 

lembaga lainnya. 
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b. Sekretaris Desa 

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

sekretaris desa mempunyai fungsi : 

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan, meliputi : 

➢ Melaksanakan urusan tata naskah,  

➢ Administrasi surat menyurat dan ekspedisi, dan 

➢ Pengelolaan arsip. 

b) Melaksanakan urusan umum, meliputi : 

➢ Penataan administrasi kepala desa dan perangkat desa, 

➢ Penyediaan prasarana kepala desa dan perangkat desa, 

➢ Penyediaan prasarana kantor desa, 

➢ Penyiapan rapat-rapat, 

➢ Pengadministrasian aset dan inventarisasi, 

➢ Penyiapan kegiatan perjalanan dinas, dan  

➢ Pelayanan umum. 

c) Melaksanakan urusan keuangan, meliputi : 

➢ Pengurusan administrasi keuangan, 

➢ Pengadministrasian sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 

➢ Verifikasi administrasi keuangan, dan  

➢ Administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan 

lembaga pemerintahan desa lainnya. 

d) Melaksanakan urusan perencanaan, meliputi : 

➢ Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, 

➢ Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 

➢ Melakukan monitoring dan evaluasi program. 
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c. Kepala Urusan  

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. kepala 

urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan 

administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, kepala 

urusan tersebut meliputi :  

a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi : 

➢ Melaksanakan urusan tata naskah, 

➢ Pengelolaan administrasi surat menyurat dan ekspedisi, 

➢ Pengelolaan arsip desa, 

➢ Penataan administrasi kepala desa dan perangkat desa, 

➢ Penyediaan prasarana kepala desa dan perangkat desa, 

➢ Penyediaan prasarana kantor, 

➢ Penyiapan rapat-rapat, 

➢ Pengadministrasian aset dan inventarisasi, 

➢ Penyiapan kegiatan perjalanan dinas, dan 

➢ Pelayanan umum. 

b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi : 

➢ Pengurusan administrasi keuangan, 

➢ Pengadministrasian sumber pendapatan dan pengeluaran, 

➢ Verifikasi administrasi keuangan, dan  

➢ Pengadministrasian penghasilan kepala desa, perangkat desa, 

BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 

c) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi : 

➢ Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDesa), 

➢ Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, 
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➢ Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta  

➢ Penyusunan laporan. 

d. Pelaksana teknis 

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai 

pelaksana tugas operasional dan berkedudukan. Pelaksana teknis 

sebagaimana dimaksud dipimpin oleh terdiri dari seksi pemerintahan, 

seksi pelayanan dan seksi kesejahteraan. Untuk melaksanakan tugas 

kepala seksi mempunyai fungsi : 

a) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : 

➢ Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, 

➢ Menyusun rancangan regulasi desa, 

➢ Pembinaan masalah pertanahan, 

➢ Pembinaan ketentraman dan ketertiban, 

➢ Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 

➢ Pengelolaan administrasi kependudukan, 

➢ Penataan dan pengelolaan wilayah, serta 

➢ Pendataan dan pengelolaan Profil Desa. 

b) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi : 

➢ Melaksanakan penyuluhan, motivasi terhadap pelaksanaan hak 

dan kewajiban masyarakat, 

➢ Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, dan 

➢ Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan 

ketenagakerjaan. 

c) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi : 

➢ Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, 

➢ Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan 
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➢ Sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, 

politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, 

olahraga, dan karang taruna. 

e. Pelaksana Kewilayahan  

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa 

sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur pelaksana kewilayahan 

sebagaimana dimaksud ditentukan secara proporsional antara pelaksana 

kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta 

memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah 

kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana 

kewilayahan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh kepala dusun. 

Kepala dusun bertugas membantu kepala desa di bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala dusun 

memiliki fungsi : 

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, 

b) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, 

c) Pembinaan mobilitas kependudukan, 

d) Penataan dan pengelolaan wilayah, 

e) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, 

f) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya, 

dan 

g) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
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B. Hasil Penelitian 

Analisis kinerja keuangan kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng 

dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat 

kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang 

keuangan. Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kinerja 

keuangan kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng yaitu rasio efektivitas 

dan rasio pertumbuhan.  

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan 

keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDesa). Dari data tersebut nantinya dapat memberikan 

gambaran informasi mengenai kinerja keuangan kantor Desa Jampu 

Kabupaten Soppeng selama kurun waktu 4 tahun terakhir (tahun 2015-

2018). Adapun hasil dari analisis rasio tersebut sebagai berikut : 

1. Rasio Efektivitas 

Kinerja pemerintah Desa Jampu kabupaten Soppeng dikatakan 

efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah 90-100%. 

Apabila anggaran yang disediakan hampir sama dengan yang di 

realisasikan dapat membuktikan bahwa kinerja keuangan pada suatu 

desa berjalan dengan baik. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka 

semakin baik kinerja pemerintah desa. 

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kantor Desa 

Jampu Kabupaten Soppeng sebagai berikut : 

Rasio Efektivitas = 
Realisasi ADD

Anggaran ADD
X 100% 
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Tabel 4.1 

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kantor Desa 

Jampu Kabupaten Soppeng 

Tahun 
Realisasi ADD 

(Rp) 
Anggaran ADD 

(Rp) 

2015 438.652.506 445.908.193 

2016 1.333.773.288 1.417.880.281 

2017 757.321.168 1.303.099.483 

2018 941.430.058 1.214.429.116 

Sumber : APBDesa Jampu Kabupaten Soppeng (Data diolah, 2019) 

Perhitungan Rasio Efektivitas kantor Desa Jampu Kabupaten 

Soppeng Tahun Anggaran 2015-2018, sebagai berikut : 

Tahun 2015  = 
Rp. 438.652.506

Rp. 445.908.193
   × 100% = 98,37% 

Tahun 2016  = 
Rp. 1.333.773.288 

Rp. 1.417.880.281
× 100% = 94,06% 

Tahun 2017  = 
Rp.    757.321.168

Rp. 1.303.099.483
 × 100% = 58,11% 

Tahun 2018  = 
Rp.    941.430.058

Rp. 1.214.429.116
 × 100% = 77,52% 
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Tabel 4.2 

Rasio Efektivitas Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng 

Tahun 
Realisasi ADD 

(Rp) 
Anggaran ADD 

(Rp) 

Rasio 
Efektivitas 

(%) 
Kriteria 

2015 438.652.506 445.908.193 98,37% Efektif 

2016 1.333.773.288 1.417.880.281 94,06% Efektif 

2017 757.321.168 1.303.099.483 58,11% 
Tidak 
Efektif 

2018 941.430.058 1.214.429.116 77,52% 
Kurang 
Efektif 

Sumber : APBDesa Jampu Kabupaten Soppeng (Data diolah, 2019) 

Kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) apabila 

sudah Efektif berdampak baik pada pengembangan infrastruktur dan non 

infrastruktur dalam suatu desa. 

Dampak dari Tidak Efektifnya pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) yang terealisasikan dapat membuat suatu desa tidak mengalami 

perkembangan atau bahkan mengalami penurunan sehingga desa 

tersebut akan mengalami keterpurukan. 

Apabila pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kurang Efektif 

dapat berdampak pada kurangnya pengembangan infrastruktur dan non 

infrastruktur dalam suatu desa sehingga akan menghambat kemajuan 

desa tersebut. 
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Gambar 4.2 

Rasio Efektivitas Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng  

 

 

 

 

 

    Sumber : Dari tabel 4.2 (Diolah kembali, 2019) 

2. Rasio Pertumbuhan 

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah 

pemerintah desa dalam tahun anggaran mengalami pertumbuhan 

pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Kinerja pemerintah 

Desa Jampu kabupaten Soppeng dikatakan baik, jika setiap tahunnya 

pertumbuhan pendapatan atau belanja yang dihasilkan bernilai positif.  

Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kantor Desa 

Jampu Kabupaten Soppeng sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada kantor Desa 

Jampu Kabupaten Soppeng 

Tahun 
Realisasi Pendapatan ADD 

(Rp) 
Realisasi Belanja ADD 

(Rp) 

2015 445.908.193 438.652.506 

2016 1.417.880.281 1.333.773.288 

2017 1.303.099.483 757.321.168 

2018 1.214.429.116 941.430.058 

Sumber : APBDesa Jampu Kabupaten Soppeng (Data diolah, 2019) 

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD kantor Desa 

Jampu Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015-2018, sebagai berikut : 

Tahun 2015  = 
Rp. 445.908.193 – Rp. 0 

Rp. 0
× 100% = – 

Tahun 2016  = 
Rp.1.417.880.281 – Rp. 445.908.193 

Rp. 445.908.193
× 100% = 217,97% 

Tahun 2017  = 
Rp.1.303.099.483 – Rp. 1.417.880.281

Rp. 1.417.880.281
× 100% = -8,09% 

Tahun 2018  = 
Rp.1.214.429.116 – Rp. 1.303.099.483

Rp. 1.303.099.483
× 100% = -6,80% 
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Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja ADD kantor Desa Jampu 

Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015-2019, sebagai berikut : 

Tahun 2015  = 
Rp. 438.652.506 – Rp. 0 

Rp. 0
× 100% = – 

Tahun 2016  = 
Rp.1.333.773.288 – Rp. 438.652.506

Rp. 438.652.506
× 100% = 204,06% 

Tahun 2017  = 
Rp.757.321.168 – Rp. 1.333.773.288

Rp. 1.333.773.288
× 100% = -43,21% 

Tahun 2018  = 
Rp.941.430.058 – Rp. 757.321.168

Rp. 757.321.168
× 100%   = 24,31% 

Tabel 4.4 

Rasio Pertumbuhan Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng 

Tahun 

Realisasi 
Pendapatan 

ADD 
(Rp) 

Rasio 
Pertumbuhan 
Pendapatan 

ADD 
(%) 

Realisasi 
Belanja ADD 

(Rp) 

Rasio 
Pertumbuhan 
Belanja ADD 

(%) 

2015 445.908.193 – 438.652.506 – 

2016 1.417.880.281 217,97% 1.333.773.288 204,06% 

2017 1.303.099.483 -8,09% 757.321.168 -43,21% 

2018 1.214.429.116 -6,80% 941.430.058 24,31% 

Sumber : APBDesa Jampu Kabupaten Soppeng (Data diolah, 2019) 
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Gambar 4.3 

Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD Kantor Desa Jampu  

Kabupaten Soppeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dari tabel 4.4 (Diolah kembali, 2019) 

Gambar 4.4 

Rasio Pertumbuhan Belanja ADD Kantor Desa Jampu  

Kabupaten Soppeng 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dari tabel 4.4 (Diolah kembali, 2019) 
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C. Pembahasan 

1. Rasio Efektivitas 

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu 

Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa anggaran Alokasi Dana Desa 

(ADD) mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015-2018. Pada 

tahun 2015 Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sebesar                 

Rp. 445.908.193. Pada tahun 2016 Alokasi Dana Desa (ADD) naik 

menjadi Rp. 1.417.880.281. Kemudian pada tahun 2017 anggaran 

Alokasi Dana Desa (ADD) diturunkan menjadi Rp. 1.303.099.483. Pada 

2018 anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) kembali diturunkan menjadi 

Rp. 1.214.429.116. 

Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten 

Soppeng dari tahun 2015-2018 mengalami penurunan dan kenaikan. 

Pada tahun 2015 Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 

438.652.506. Pada tahun 2016 Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) 

mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.333.773.288. Mengalami penurunan 

pada tahun 2017 yaitu menjadi Rp. 757.321.168. Kemudian pada tahun 

2018 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 941.430.058. 

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Efektivitas dapat diketahui 

bahwa Rasio Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) keuangan kantor 

Desa Jampu Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 sebesar 98,37%, 

tahun 2016 sebesar 94,06%, tahun 2017 sebesar 58,11%, dan tahun 

2018 sebesar 77,52%. Efektivitas kinerja keuangan Alokasi Dana Desa 

(ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng untuk tahun 2015 dan 

2016 dikategorikan Efektif walaupun terjadi penurunan di tahun 2016 

sebesar 4,31% tetapi masih berada pada tingkat rasio 90%. Untuk tahun 
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2017 berjalan Tidak Efektif karena nilai yang diperoleh di bawah 

60%. Kemudian tahun 2018 berjalan Kurang Efektif karena nilai yang 

diperoleh di atas 70%. 

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas, 

Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu 

Kabupaten Soppeng Cukup Efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 

80% yaitu 82,015%. 

Penurunan rasio efektivitas dari tahun 2015-2018 terjadi disebabkan 

karena  jumlah anggaran yang besar berbanding terbalik dengan jumlah 

anggaran yang terealisasikan. Dengan menurunnya rasio ini juga 

menunjukkan Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng dapat 

dikatakan memiliki kinerja yang Cukup Efektif dalam mengelola Alokasi 

Dana Desa (ADD). 

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan kantor Desa Jampu 

Kabupaten Soppeng tergolong Baik dalam merealisasikan Alokasi Dana 

Desa (ADD) yang telah direncanakan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rigel Nurul Fathah (2017) yang 

melakukan penelitian di Daerah Kabupaten Gunung Kidul dijelaskan 

bahwa Kinerja Keuangan daerah Kabupaten Gunung Kidul jika dilihat 

dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong Efektif, 

karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 131,8%. Berbeda 

dengan yang terjadi dalam penelitian ini, Kinerja Keuangan Alokasi Dana 

Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng Cukup Efektif 

karena rata-rata efektivitasnya di atas 80% yaitu 82,015%. Pemerintah 

Desa Jampu Kabupaten Soppeng perlu meniru kinerja yang telah dicapai 

oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. 
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2. Rasio Pertumbuhan 

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu 

Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Alokasi 

Dana Desa (ADD) mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015-

2018. Pada tahun 2015 Realisasi Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) 

sebesar Rp. 445.908.193, naik menjadi Rp. 1.417.880.281 pada tahun 

2016. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi       

Rp. 1.303.099.483. Mengalami kembali penurunan pada tahun 2018 

menjadi Rp. 1.214.429.116. 

Berdasarkan perhitungan dari  Rasio  Pertumbuhan  dapat diketahui 

bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) 

keuangan kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 

sebesar 217,97%, mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu (8,09%), 

dan tahun 2018 kembali mengalami penurunan yaitu (6,80%).  

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa Pertumbuhan Pendapatan Alokasi 

Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng 

menunjukkan pertumbuhan yang positif dan negatif. Pertumbuhan 

Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertinggi ada pada tahun 

2016 yaitu sebesar 217,97% dan mengalami penurunan pertumbuhan di 

tahun 2017 sebesar (8,09%). 

Laporan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu 

Kabupaten Soppeng menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Alokasi 

Dana Desa (ADD) mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2015-

2018. Pada tahun 2015 Realisasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) 

sebesar  Rp. 438.652.506,  naik  menjadi  Rp. 1.333.773.288 pada tahun 

2016.  Kemudian  mengalami   penurunan   pada   tahun   2017   menjadi 
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Rp. 757.321.168. Pada tahun 2018 naik menjadi Rp. 941.430.058. 

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Pertumbuhan dapat diketahui 

bahwa Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) keuangan 

kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 

204,06%, mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu (43,21%), dan 

tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 24,31%. 

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana 

Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng menunjukkan 

pertumbuhan yang positif dan negatif. Puncak pertumbuhan berada pada 

tahun 2016 yaitu sebesar 204,06%, sementara itu terjadi penurunan 

pertumbuhan di tahun 2017 yaitu sebesar (43,21%). 

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Pertumbuhan 

Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD), Kinerja Keuangan Alokasi Dana 

Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng  tumbuh secara 

positif dari tahun 2015-2018 karena rata-rata Pertumbuhannya sebesar 

67,69%. Hasil perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi 

Dana Desa (ADD), Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor 

Desa Jampu Kabupaten Soppeng juga mengalami pertumbuhan secara 

positif dari tahun 2015-2018 sebesar 61,72%.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arthaingan H.Mutiha (2016) 

yang melakukan penelitian di Daerah Kota Bogor memiliki kinerja 

pengelolaan keuangan daerah yang baik terbukti dari rasio pertumbuhan 

yang positif setiap tahunnya. Berbeda dengan penelitian ini yang 

menunjukkan pertumbuhan positif dan negatif. Pemerintah Desa Jampu 

Kabupaten Soppeng perlu meniru kinerja yang telah dicapai oleh 

Pemerintah Daerah Kota Bogor. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang  telah  diuraikan, 

maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng dari tahun 2015-2018 

sudah Baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas dan 

Rasio Pertumbuhan sebagai berikut : 

1. Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu 

Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Efektivitas dikategorikan 

Cukup Efektif, karena rata-rata efektivitasnya dari tahun 2015-2018 di 

atas 80% yaitu 82,015%. Rinciannya adalah sebagai berikut : tahun 2015 

sebesar 98,37%, tahun 2016 sebesar 94,06%, tahun 2017 sebesar 

58,11%, dan tahun 2018 sebesar 77,52%. 

Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) kantor Desa Jampu 

Kabupaten Soppeng jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan tumbuh secara 

positif. Rata-rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dari tahun 2015-2018 sebesar 67,69% lebih bagus bila 

dibandingkan dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana Desa 

(ADD) yang hanya sebesar 61,72%. Rincian Rasio Pertumbuhan 

Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut : tahun 

2016 sebesar 217,97%, tahun 2017 sebesar (8,09%), dan tahun 2018 

sebesar (6,80%). Rincian Rasio Pertumbuhan Belanja Alokasi Dana 

Desa (ADD) adalah sebagai berikut : tahun 2016 sebesar 204,06%, 

tahun 2017 sebesar (43,21%), dan tahun 2018 sebesar 24,31%. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditingkatkan lebih lanjut dan 

Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng diharapkan dapat 

mengefektifkan dana yang ada supaya bisa dirasakan masyarakat 

secara berkelanjutan sehingga desa mempunyai sumber dana sendiri.  

Pemerintah Desa Jampu Kabupaten Soppeng harus terus 

meningkatkan dan mengoptimalkan Pendapatan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dari tahun ke tahun dan diharapkan Pemerintah Desa juga perlu 

meningkatkan realisasi Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga 

dapat melaksanakan otonomi desa yang lebih baik. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama 

diharapkan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil 

penelitiannya bisa lebih andal dan akurat. Selain itu juga penelitian ini 

hanya dilakukan pada salah satu kantor Desa di Kabupaten Soppeng 

yaitu kantor Desa Jampu. Diharapkan peneliti selanjutnya melakukan 

penelitian di lingkup yang lebih luas dari penelitian ini. 
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